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ABSTRAK

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam bidang-bidang tata hukum Indonesia
antara lain bidang hukum perdata, bidang hukum administrasi negara, bidang
hukum pidana. Landasan hukum hubungan kerja adalah segala ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Pengusaha dan pekerja wajib
memahami hukum ketenagakerjaan karena didalam ketentuan hukum
ketenagakerjaan/ ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur apabila melakukan pelanggaran tertentu
yang diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan dapat dijerat tindak pidana
dan diterapkan sanksi pidana. Upaya penyelesaian perselisihan hubungan
industrial apabila tidak termasuk ketentuan tindak pidana yang diatur dalam
hukum ketenagakerjaan maka melalui mekanisme hukum acara ketenagakerjaan,
apabila termasuk ketentuan tindak pidana dalam hukum ketenagakerjaan maka
melalui mekanisme hukum acara pidana dengan terlebih dahulu melaporkan ke
instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan bidang Pengawasan (penyidik
pegawai negeri sipil) untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap
kebenaran laporan itu. Didalam perumusan tindak pidana selain subjek hukum
sebagai unsur tindak pidana (criminal act), masih terdapat satu unsur lagi yaitu
perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana tentu saja
perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik
sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa
berbuat atau tidak berbuat. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu selain melawan
hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga harus merugikan masyarakat, dalam
arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam
pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Upaya penanggulangan
kejahatan akan dimulai dari tahap formulasi oleh pembuat undang-undang
(kebijakan legislasi), kemudian tahap aplikasi oleh badan yang berwenang
menerapkan undangan-undang (kebijakan yudikasi) dan akhirnya tahap eksekust
oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (kebijakan eksekusi). Menghadapi
masalah tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi telah banyak dilakukan upaya
penanggulangan kejahatan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal
(criminal policy) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi
kejahatan. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan perlindungan demi
mencapai kesejahteraan masyarakat/ pekerja. Ilmu kebijakan hukum pidana (penal
policy) juga sangat penting untuk digunakan sebagai acuan untuk menilai
efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaruan hukum pidana atau
penal reform. Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana
(penal policy) khususnya kebijakan formulasi sesungguhnya berfungsi untuk
membuat hukum pidana yang baik di masa yang akan datang (hukum pidana
constituendum).

KataKunci :  Kebijakan, Penanggulaﬂgan, Tindak Pidana, Serikat Pekerja,
Hukum Pidana
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ABSTRACT

The position of labor law in the fields of Indonesian law includes the fields of civil
law, the field of state administrative law, the field of criminal law. The legal basis

for employment relations is all the provisions stipulated in the Law of the

Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Manpower and its implementing
regulations. Employers and workers must understand labor law because in the

provisions of labor law / provisions of the Law of the Republic of Indonesia No.

13 of 2003 concerning Manpower regulates if committing certain violations

regulated in the provisions of labor law can be charged with criminal offenses

and applied criminal sanctions. Industrial relations dispute resolution efforts if
not included in the provisions of criminal acts stipulated in labor law then
through the legal procedure of employment procedures, if including provisions of
criminal acts in labor law then through criminal procedural law by first reporting
to the competent agency in the field of labor supervision (civil servant
investigator) for further investigation into the truth of the report. In the
Sformulation of criminal acts other than the subject of law as an element of
criminal act (criminal act), there is still one more element, namely actions. Acts
that can be subject to punishment or criminal sanctions are, of course, actions
that are against the law, namely actions that fulfill the formulation of the offense
as defined in the law. These actions can be in the form of doing or not doing. The
Jorm or nature of the criminal act other than against the law, these actions must
also harm the community, in the sense that they are contrary to or inhibit the
implementation of community relations that are considered good and fair. Crime
prevention efforts will start from the formulation stage by the legislator
" (legislation policy), then the application stage by the agency authorized to
implement invitations (judicial policy) and finally the execution stage by the
apparatus or criminal implementing agency (execution policy). Facing the
problem of labor crime that has taken place has been done a lot of crime
prevention efforts, namely by optimizing criminal policies as a rational effort of
the community in tackling crime. This is done in order to create protection to
achieve the welfare of the community / workers. Criminal law policy (reasoning
policy) is also very important to be used as a reference for assessing the
effectiveness of positive criminal law in the context of reforming criminal law or
reforming law. Thus, legal political science and criminal law policies, especially
Jformulation policies, actually function to make criminal law good in the future
(criminal law constituendum).

Keywords: Policy, Countermeasures, Crime, Trade Unions, Criminal Law
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